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 Sinergitas program penanganan kumuh perkotaan di Kota Mataram khususnya Kawasan DAS 

Jangkok yang telah dimulai tahun lalu melalui kegiatan skala kawasan Program Kotaku mendapat perhatian 

dari Kepala BPIW dan Direktur PKP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang hari ini 

Senin (27/09/2021) berkunjung ke lokasi Kawasan DAS Jangkok. Turut mendampingi dalam kunjungan 

tersebut Kasubdit Wilayah/PMU Kotaku, Kepala BPPW NTB, Kepala Balai Perumahan NTB, Satker IBM, 

Team Leader OSP-05 NTB, Korkot Kotaku Mataram dan jajaran. Penataan kawasan sempadan sungai 

Jangkok telah termuat dalam Memorandum Program (MP) yang menjadi prioritas penanganan melalui 

kegiatan skala kawasan. Prioritas penataan 

permukiman di sekitar kawasan DAS 

Jangkok sisi utara telah merubah wajah 

sempadan sungai dengan tersedianya jalan 

inspeksi, infrastruktur dasar berupa jalan 

pedestrian dan drainase, pengelolaan 

limbah, jembatan penghubung dan ruang 

terbuka publik. Penataan jalan lingkungan 

permukiman melalui dana Aspirasi Dewan 

dan perbaikan rumah tidak layak huni di 

seputar kawasan DAS Jangkok melalui 

program BSPS Balai Perumahan Provinsi 

NTB adalah bentuk kolaborasi program 

yang yang menyeluruh. Artinya tidak hanya 

infrastruktur dasar yang dilakukan 

penataan, namun rumah tempat bermukim 

warga (terutama rumah tidak layak huni 

yang belum pernah mendaptkan bantuan perbaikan) juga menjadi sasaran dalam rangka penanganan kumuh 

perkotaan. Setelah melihat dari dekat penataan kawasan DAS Jangkok dan mengunjungi lokasi perbaikan 

rumah yang diintervensi melalui program BSPS Balai Perumahan, Rachman Arief beserta rombongan juga 

mengidentifikasi calon usulan perbaikan rumah yang diusulkan untuk program BSPS melalui anggran tahun 

2022 yang lokasinya beririsan dengan kegiatan skala kawasan Kotaku, kegiatan skala lingkungan melalui 

Kotaku-DFAT maupun perbaikan rumah melalui program BSPS Balai Perumahan yang berada di Kelurahan 

Kebon Sari maupun Kelurahan Pejeruk.  
 

 Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana turut menyambut kunjungan yang dipimpin oleh Rachman 

Arief yang merupakan Kepala BPIW beserta 

rombongan di areal Taman Bawaq Kokoq (Tabako) di 

wilayah Sukaraja Kelurahan Ampenan Tengah. Turut 

mendampingi Walikota, Asisten I, Asisten II, Kepala 

Dinas Perkim, Ketua Komisi III DPRD Kota 

Mataram, Camat Ampenan, Lurah maupun Kepala 

Lingkungan, dan dari unsur SKPD. Diskusi ringan 

membahas penataan kawasan DAS Jangkok dijadikan 

kesempatan oleh Walikota Mohan untuk 

menyampaikan usulan penataan sisi selatan sungai 

Jangkok agar penataannya  menjadi tuntas. Kepala 

BPIW Rachman Arief menekankan kolaborasi 

penganggaran untuk menuntaskan permasalahan 

kumuh di Kawasan DAS Jangkok, karena selama 



pandemi terjadi pengurangan anggaran untuk infrastruktur permukiman. Walikota Mataram berkomitmen 

untuk menyiapkan lahan dan penyiapan masyarakat di lokasi penataan, sehingga diharapkan tahun 2022 

telah dinyatakan siap untuk diintervensi melalui kegiatan Kotaku skala kawasan. 

 

 Dalam kesempatan ini juga, Rachman Arief beserta rombongan menyempatkan diri untuk 

mengunjungi lokasi skala kawasan pasca bencana yang rencana intervensinya dilaksanakan tahun 2021 

hingga pertengahan tahun 2022. 

Kegiatan skala kawasan pasca bencana 

yang berada di Kelurahan Bertais yang 

juga merupakan lokasi skala lingkungan 

DFAT, termasuk kolaborasi program 

Sanitasi Desa (Sandes) dari bidang 

sanitasi BPPW NTB maupun perbaikan 

rumah tidak layak huni melalui program 

BSPS Balai Perumahan NTB. 

Terlaksananya kegiatan skala kawasan 

pasca bencana tentunya tidak terlepas 

dari dukungan Pemerintah Kota 

Mataram dalam upaya penyiapan lahan 

dan dukungan program penataan 

lingkungan baik di Lingkungan 

Pengempel Indah dan Lingkungan 

Gontoran Barat Kelurahan Bertais, 

maupun Lingkungan Tegal Kelurahan 

Selagalas. Selanjutnya rombongan meninjau lokasi pembangunan rumah susun bagi nelayan yang berada di 

Kelurahan Bintaro Ampenan, karena Kawasan Permukiman Bintaro juga menjadi ikon baru pola penataan 

permukiman yang berada di sempadan pantai. Dukungan program rumah susun dari Balai Perumahan NTB 

menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram untuk menyediakan permukiman yang layak di kawasan 

kumuh nelayan dan kepastian bermukim bagi warga miskin nelayan di Kelurahan Bintaro. 
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